
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Noinor 20 
Tahun 19~0 tentang Pemcrintahan Jakarta Raya (Lembaran 
Negara Re publik Indonesia Tahun J 950 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 15) sebagaimana 
telah diubah bebe rapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 29 Tahuri 2007 tentang Pernerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukora Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan 
Republik Indorie sia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nornor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
182, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4010); 

d. bahwa sehubungan dengan pertirnbangan sebagaimana 
dimaksud pada nuruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu 
dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang 
Penyelenggarnan Kesehatan Jiwa Masyarakat di Provinsi 
Jawa Baral; 

a. bahwa setiap orang berhak memperoleh layanan kesehatan, 
untuk mcncapai kualitas hidup dan kesejahteraan yang baik, 
sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa un tuk mencapai kualitas hid up dan kesejahteraan 
yang baik sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf 
a, perlu pelayanan keschatan yang optimal meliputi layanan 
kesehatan, dan layanan kesehatan jiwa, serta layanan 
rehabilitasi sosial; 

c. bahwa urituk rnenjamin layanan kesehatan jiwa yang optimal 
bagi seluruh masyarakat Jawa Barat, maka Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Barat perlu melindungi dan menjamin 
layanan kesehatan bagi Orang Dengan Masalah Kejiwaan dan 
Orang Dengan Gangguan Jiwa berdasarkan prinsip-prinsip 
hak asasi marrusia; 

GUBERNUR JAWA BARAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENYELENGGARAAN KESEHATAN JIWA 

TENT ANG 

GUBERNUR JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT 
NOMOR 5 TAHUN 2018 

Mengingat 

Menimbang 



3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4431); 

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5063); 

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5072); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

8. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan 
Convention On The Right of Person with Disabilities (Konvensi 
mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5251); 

9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan 
Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5571); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 ·tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

13. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5607); 
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Bagian Kesatu 

Pengertian 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang merrnmpm 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PENYELENGGARAAN TENT ANG PERATURAN DAERAH 
KESEHATAN JIWA. 

Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT 

dan 
GUBERNUR JAWA BARAT 

MEMUTUSKAN: 

14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5871); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5942); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6041); 

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 193); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010 
tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 11 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 7); 

19.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012 
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 10 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 124); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 
tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah 
Provinsi Jawa Barat (Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 211); 
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3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Tim Koordinasi Upaya Kesehatan Jiwa Daerah Provinsi Jawa 
Barat yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Daerah 
Provinsi, adalah tim yang memberikan pengarahan bagi 
pelaksanaan program-program kesehatan jiwa masyarakat di 
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. 

5. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu 
dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial 
sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, 
dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, 
dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. 

6. Gangguan Jiwa adalah kondisi gangguan dalam pikiran, 
perilaku dan suasana perasaan yang termanif estasi dalam 
bentuk sekumpulan gejala dan/ atau perubahan perilaku 
yang bermakna dan dapat menimbulkan penderitaan atau 
hambatan dalam menjalankan fungsi orang tersebut sebagai 
manusia. 

7. Upaya Kesehatan Jiwa adalah serangkaian kegiatan yang 
diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan 
berkesinambungan bagi perorangan, keluarga, dan 
masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitatif yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 
Pemerintah Daerah, dan/ atau Masyarakat. 

8. Sumber Daya di Bidang Kesehatan Jiwa adalah segala bentuk 
dana, sumber daya manusia kesehatan jiwa, fasilitas 
pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan, peran serta 
masyarakat yang dimanfaatkan untuk upaya kesehatan jiwa. 

9. Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat 
ODMK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, 
sosial, pertumbuhan dan perkembangan dan/atau kualitas 
hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. 

10. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat 
ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam 
pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam 
bentuk sekumpulan gejala dan/ atau perubahan perilaku 
yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan 
hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagaimana 
manusia. 

11. Disabilitas Mental adalah setiap orang yang mempunyai 
kelainan mental, yang dapat mengganggu atau merupakan 
rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan 
secara selayaknya. 

12. Psikotik Jalanan atau Gelandangan Psikotik adalah ODGJ 
yang menggelandang. 

13. Pemasungan adalah suatu tindakan berupa pengikatan dan 
atau pengekangan mekanis/fisik lainnya dan/atau 
penelantaran dan atau pengisolasian sehingga merampas 
ke be basan dan hak asasi seseorang, termasuk hak un tuk 
mendapatkan pelayanan kesehatan. 

14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau 
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif 
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat. 
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Bagian Keempat 
Tujuan 
Pasal4 

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: 
a. menjamin setiap orang memiliki derajat kesehatan yang tinggi 

sehingga dapat hidup secara produktif, berkualitas, 
menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari 
ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat 
mengganggu kesehatan jiwa; 

b. menjamin setiap orang untuk dapat mengembangkan berbagai 
potensi kecerdasan; 

c. memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan 
kesehatan jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi 
manusia; 

d. memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, 
komprehensif, dan berkesinambungan melalui upaya 
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif; 

e. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya 
dalam upaya kesehatan jiwa; 

Bagian Ketiga 
Maksud 
Pasal 3 

Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam 
penyelenggaraan penanggulangan masalah kesehatan jiwa 
masyarakat oleh semua pemangku kepentingan untuk 
meningkatkan derajat kesehatan jiwa masyarakat melalui 
penguatan sistem kesehatan jiwa di Daerah Provinsi Jawa Barat. 

a. keadilan; 
b. perikeman usiaan; 
c. manfaat; 
d. transparansi; 
e. akuntabilitas; 
f. integratif; 
g. komprehensif; 
h. perlindungart; 
1. nondiskriminasi; 

J. kemitraan; 
k. keberlanjutan; dan 
1. kesejahteraan. 

Bagian Kedua 
Asas 

Pasal 2 
Penyelenggaraan kesehatan jiwa berasaskan: 
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BAB II 
PE REN CANAAN 

Pasal 7 
(1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun perencanaan 

penyelenggaraan kesehatan jiwa yang integratif. 
(2) Penyusunan perencanaan kesehatan jiwa sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
yang melaksanakan bi dang urusan perencanaan 
pembangunan daerah, kesehatan, sosial, kependudukan dan 
catatan sipil, ketcnagakerjaan, serta keamanan dan 
ketertiban umum. 

(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun 
berdasarkan: 
a. data ODMK dan ODGJ hasil pemetaan dari Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan; 
b. kebutuhan prasarana dan sarana; dan 

c. aspirasi komunitas/masyarakat. 

Bagian Keenam 
Ruang Lingkup 

Pasal 6 
Ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan jrwa yaitu sistem 
kesehatan jiwa yang meliputi: 
a. upaya kesehatan jiwa; 

b. hak dan kewajiban ODMK serta hak ODGJ; 
c. tugas dan tanggung jawab penyelenggara kesehatan jiwa; dan 
d. peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa. 

Bagian Kelima 
Kedudukan 

Pasal 5 
Peraturan Daerah ini berkedudukan sebagai: 
a. pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka 

penyelenggaraan kesehatan jiwa; 
b. pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 

rangka penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 
penyelenggaraan kesehatan jiwa; dan 

c. pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berperan 
dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa. 

f. meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 

g. memberikan kesempatan kepada ODMK dan ODGJ untuk 
dapat memperoleh haknya sebagai Masyarakat Jawa Barat. 
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Paragraf 2 
Upaya Promotif 

Pasal 10 
(1) Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf a merupakan kegiatan dan/ atau rangkaian kegiatan 
penyelenggaraan pelayanan yang bersifat promosi kesehatan 
jiwa di Daerah Provinsi. 

(2) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditujukan untuk: 
a. pembentukan karakter melalui pengembangan kepribadian 

masyarakat Jawa Barat yang "caqeur", "baqeur", "bener", 
"singer", "pinter"; 

b. mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan 
jiwa masyarakat secara optimal; 

(2) Upaya kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan secara terintegrasi, komprehensif, dan 
berkesinambungan sepanjang siklus kehidupan manusia, 
serta berbasis masyarakat. 

Pasal 9 

(1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan upaya kesehatan 
jiwa dalam bentuk: 

a. promotif; 

b. preventif; 

c. kuratif; dan 

d. rehabilitatif. 

Bagian Kedua 

Upaya Kesehatan Jiwa 

Paragraf 1 

Um um 

( 1), dilaksanakan 
peran keluarga, 

us aha secara 

(2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 
secara lintas sektor dan melibatkan 
masyarakat, akademisi, serta dunia 
komprehensif dan holistik. 

Bagian Kesatu 

Um um 

Pasal8 

(1) Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa, Pemerintah 
Daerah Provinsi melaksanakan: 

a. pemenuhan sumber daya; dan 

b. pelayanan kesehatan perorangan dan komunitas/ 
masyarakat dalam bidang kesehatan jiwa. 

BAB III 

PELAKSANAAN 
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Pasal 11 
(1) Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(1) dilaksanakan oleh masing-masing pihak di lingkungan: 

a. keluarga; 
b. masyarakat; 
c. lembaga pendidikan; 

d. lembaga keagamaan dan tempat ibadah; 
e. lembaga kesejahteraan sosial; 
f. tempat kerja; 
g. fasilitas pelayanan kesehatan; dan 
h. lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. 

(2) Upaya promotif di lingkungan keluarga sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk 
pola asuh dan pendampingan serta pola komunikasi yang 
mendukung pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang 
sehat. 

(3) Upaya promotif di lingkungan masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam bentuk 
komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan 
jiwa, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang 
kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang 
sehat. 

(4) Upaya promotif di lingkungan lembaga pendidikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan 
dalam bentuk: 
a. menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif bagi 

pertumbuhan dan perkembangan jiwa; 
b. meningkatkan keterampilan hidup dan pembentukkan 

karakter terkait kesehatan jiwa bagi peserta didik sesuai 
dengan tahap perkembangannya; dan 

c. memfasilitasi anak didik berkebutuhan khusus. 
(5) Upaya promolif di lingkungan lembaga keagamaan dan 

tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan 
edukasi mengenai kesehatan jiwa. 

c. menghilangkan stigma, mitos, diskriminasi, pelanggaran 
hak asasi ODMK dan ODGJ sebagai bagian dari keluarga 
dan masyarakat; 

' d. meningkatkan pemahaman dan peran masyarakat 
terhadap upaya kesehatan jiwa; dan 

e. meningkatkan penerimaan dan peran masyarakat terhadap 
kesehatan jiwa. 

(3) Upaya promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara terintegrasi, komprehensif, dan 
berkesinambungan dengan upaya promotif kesehatan lain. 
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Paragraf 3 
Upaya Preventif 

Pasal 13 
(1) Upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) huruf b merupakan suatu kegiatan untuk mencegah 
terjadinya masalah kejiwaan dan gangguan jiwa terutama 
pada kelompok berisiko. 

(2) Kelompok berisiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi: 
a. kelompok berisiko berdasarkan usia; 

b. pemahaman yang positif mengenai gangguan jiwa dan 
ODGJ dengan tidak membuat program pemberitaan, 
penyiaran, serta materi yang mengarah pada stigma dan 
diskriminasi terhadap ODGJ; dan 

c. pemberitaan, penyiaran, program, materi yang kondusif bagi 
perkembangan kesehatan jiwa. 

Pasal 12 
Upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 
dapat dilakukan melalui media massa, dan media lainnya yang 
dilaksanakan dalam ben tuk: 
a. penyebarluasan informasi di bidang kesehatan jiwa; 

(6) Upaya promotif di lingkungan lembaga kesejahteraan 
sosial/panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 
dilaksanakan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan 
edukasi mengenai kesehatan jiwa. 

(7) Upaya promotif di lingkungan tempat kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam bentuk 
komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan jiwa 
di tempat kerja, serta menciptakan tempat kerja yang 
kondusif untuk perkembangan jiwa yang sehat agar tercapai 
kinerja dan produktivitas yang optimal. 

(8) Upaya promotif di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan 
dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai 
kesehatan jiwa dengan sasaran kelompok pasien, kelompok 
keluarga, atau masyarakat di sekitar fasilitas pelayanan 
kesehatan. 

(9) Upaya promotif di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan 
rumah tahanan sebagaimana dimaksud pada ayatI l ) huruf g 
dilaksanakan dalam ben tuk: 
a. peningkatan pengetahuan dan pemahaman warga 

binaan pemasyarakatan ten tang kesehatan jiwa; 
b. pelatihan kemampuan adaptasi dan manajemen stres 

untuk warga binaan pemasyarakatan; dan 

c. menciptakan suasana kehidupan yang kondusif untuk 
kesehatan jiwa warga binaan pemasyarakatan. 
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Pasal 15 

(1) Upaya preventif kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing pihak di 
lingkungan: 

a. keluarga; 

b. lembaga pendidikan; 

c. lembaga keagamaan dan tempat ibadah; 

d. lembaga kesejahteraan sosial/panti; 

e. tempat kerja; 

f. masyarakat; dan 

g. fasilitas pelayanan kesehatan. 
(2) Upaya preventif di lingkungan keluarga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk: 
a. pengembangan pola asuh yang mendukung pertumbuhan 

dan perkem bangan jiwa; 
b. komunikasi, informasi, dan edukasi dalam keluarga; 
c. pendampingan keluarga dalam rangka pertumbuhan dan 

perkembangan kesehatan jiwa; 

d. konseling dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan 
kesehatan jiwa; dan 

e. kegiatan lain sesuai dengan perkembangan masyarakat. 
(3) Upaya prevenlif di lingkungan lembaga pendidikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan 
dalam ben tuk: 
a. menciptakan lingkungan lembaga yang kondusif bagi 

perkembangan kesehatan jrwa; 

b. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi 
mengenai pencegahan gangguan jiwa; 

c. menyediakan dukungan psikososial dan Kesehatan Jiwa di 
lingkungan lembaga; dan 

Pasal 14 

Upaya preventif kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 13 ayat (1) ditujukan untuk: 

a. mencegah terjadinya masalah kejiwaan; 

b. mencegah timbulnya dan/ a tau kambuhnya gangguan jiwa; 

c. mencegah dampak psikososial; 

d. mengurangi faktor risiko akibat gangguan jiwa; dan/ atau 

e. meningkatkan derajat kesehatan jiwa. 

b. kelompok berisiko kondisi psikososial; 

c. kelompok berisiko kondisi acaman; dan 

d. kelompok berisiko kondisi fisik. 
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(7) Upaya preventif kesehatan jiwa di lingkungan masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, dilaksanakan 
dalam ben tuk: 
a. menciptakan lingkungan masyarakat yang kondusif; 
b. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai 

pencegahan gangguan jiwa; 
c. menyediakan pendidikan kesehatan dan konseling bagi 

masyarakat yang membutuhkan; dan 
d. deteksi dini masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. 

(8) Upaya preventif di lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dilaksanakan 
dalam ben tuk: 
a. informasi dan edukasi mengenai pencegahan gangguan 

jiwa; 
b. dapat menyediakan layanan penapisan dan deteksi dini 

kesehatan jiwa; dan 
c. dapat menyediakan layanan konseling. 

d. melakukan deteksi dini masalah kejiwaan dan_ gangguan 
jrwa. 

(4) Upaya preventif di lingkungan lembaga keagamaan dan 
tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dilaksanakan dalam hen tuk: 
a. menciptakan lingkungan yang kondusif dalam upaya 

kesehatan jiwa; 
b. melakukan penapisan dan deteksi dini gangguan kesehatan 

mental; 
c. dapat melakukan penegakan diagnosis kesehatan jrwa 

secara periodik; 
d. edukasi mengenai pencegahan gangguan jiwa; 
e. dapat menyediakan fasilitas bimbingan konseling; dan 
f. deteksi dini masalah kejiwaan dan gangguan jiwa. 

(5) Upaya preventif kesehatan jiwa di lingkungan lembaga 
kesejahteraan sosial/panti sosial sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam bentuk: 
a. menciptakan lingkungan lembaga yang kondusif bagi 

perkembangan kesehatan jiwa; dan 

b. memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi 
mengenai pencegahan gangguan jiwa. 

(6) Upaya preventif di lingkungan tempat kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam bentuk: 
a. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan 

kesehatan jiwa; 
b. dapat melakukan penegakan diagnosis kesehatan jiwa; 
c. informasi dan edukasi mengenai pencegahan gangguan 

jiwa; dan 

d. dapat menyediakan fasilitas layanan konseling. 
' 
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Pasal 19 
(1) Penatalaksanaan kondisi kejiwaan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 16 ayat (1) pada ODGJ dilakukan di fasilitas 
pelayanan kesehatan bidang kesehatan jiwa. 

(2) Penatalaksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ dilaksanakan 
melalui sistem rujukan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(3) Penatalaksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ dapat 
dilakukan dengan cara: 

a. rawat jalan; a tau 
b. rawat inap. 

Pasal 18 
(1) Proses diagnosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

(1) terhadap orang yang diduga ODGJ dilakukan untuk 
menentukan: 
a. adanya gangguan jiwa; 
b. kondisi kejiwaan; dan 
c. tindak lanjut penatalaksanaan. 

(2) Penegakan diagnosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan kriteria diagnostik oleh: 
a. dokter umum; 
b. psikolog klinis; atau 
c. dokter spesialis kedokteran jiwa. 

Pasal 17 
Upaya kuratif kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 16 ayat (1) ditujukan untuk: 
a. penyembuhan atau pemulihan; 
b. pengurangan penderitaan; 
c. pengendalian disabilitas; dan 
d. pengendalian gejala penyakit. 

Paragraf 4 
Upaya Kuratif 

Pasal 16 
(1) Upaya kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf c merupakan kegiatan pemberian pelayanan kesehatan 
terhadap penderita gangguan jiwa yang melip.uti proses 
diagnosis dan penatalaksanaan yang tepat sehingga penderita 
gangguan jiwa dapat berfungsi kembali secara wajar di 
lingkungan keluarga, lembaga, dan masyarakat. 

(2) Upaya kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
seluruh masalah dan gangguan jiwa, termasuk demensia dan 
penyakit lain yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang 
berlaku. 
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Paragraf 5 
Upaya Rehabilitatif 

Pasal22 
(1) Upaya rehabilitatif ODGJ sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan/atau 
serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan jiwa yang 
ditujukan untuk: 

b. tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, 
kesopanan, hukum dan hak asasi manusia. 

(2) Penatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan oleh masyarakat meliputi penggunaan produk, 
modalitas terapi, dan kompetensi pemberi layanan. 

(3) Penatalaksanaan ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang membidangi 
urusan kesehatan dan sosial agar manfaat dan keamanannya 
dapat dipertanggungjawabkan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatalaksanaan ODGJ 
dengan cara lain di luar ilmu kedokteran diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Gubernur. 

Pasal 21 
(1) Penatalaksanaan terhadap ODGJ dengan cara lain di luar 

ilmu kedokteran dapat dilakukan dengan ketentuan: 
a. dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya; 

dan 

Pasal 20 
(1) Penatalaksanaan kondisi kejiwaan ODGJ yang dilakukan 

dengan cara rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (3) huruf b dilakukan atas hasil pemeriksaan 
psikiatrik oleh dokter spesialis kedokteran jiwa, dengan 
persetujuan tindakan medis. 

(2) Persetujuan tindakan medis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilakukan oleh: 
a. suami/ istri; 
b. orang tua, anak, atau saudara sekandung, sekurang­ 

kurangnya yang sudah berusia 1 7 (tujuh belas) tahun; 
c. wali atau pengampu; atau 
d. pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang­ 

undangan. 
(3) Dalam hal ODGJ yang mendapat rawat inap sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan kekerasan, 
pikiran dan/ a tau perilaku membahayakan dirinya, orang 
lain, atau sekitarnya, maka tenaga medis yang berwenang 
dapat bekerja sama dengan pihak keamanan dan melakukan 
tindakan medis atau pemberian obat psikofarmaka terhadap 
ODGJ sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa dengan 
tujuan untuk mengendalikan perilaku berbahaya. 
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Pasal 24 
(1) Upaya rehabilitasi psikiatrik dan/atau psikososial yang 

berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (1) huruf a dilaksanakan sejak dimulainya pemberian 
pelayanan kesehatan jiwa terhadap ODGJ. 

(2) Upaya rehabilitasi psikiatrik dan/ atau psikososial 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh 
fasilitas pelayanan kesehatan, dan Perangkat Daerah yang 
membidangi urusan kesehatan, khususnya kesehatan jiwa 
dan urusan sosial. 

Pasal 23 
(1) Upaya rehabilitatif ODGJ berbasis masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi: 
a. rehabilitasi psikiatrik dan/ a tau psikososial; dan 
b. rehabilitasi sosial. 

(2) Rehabilitasi psikiatrik dan/ atau psikososial dan rehabilitasi 
sosial yang berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan upaya yang integratif dan dilaksanakan 
secara berkesinambungan. 

a. mencegah atau mengendalikan disabilitas; 
b. memulihkan fungsi sosial; 
c. memulihkan fungsi okupasional; dan 
d. mempersiapkan dan memberi kemampuan ODGJ agar 

mandiri di masyarakat. 
(2) Upaya rehabilitatif ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan dengan berbasis masyarakat. 
(3) Pemerintah Daerah Provinsi bersama-sama Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota melakukan upaya rehabilitasi sosial 
ODGJ berbasis masyarakat, termasuk ODGJ yang terlantar, 
terpasung, menggelandang, mengancam keselamatan diri 
dan/ atau orang lain, serta mengganggu ketertiban umum 
dan/atau keamanan melalui penyediaan panti sosial. 

(4) ODGJ yang terlantar, terpasung, dan menggelandang, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi ODGJ: 

a. tidak mampu; 
b. tidak mempunyai keluarga, wali atau pengampu; dan/ atau 
c. tidak diketahui identitasnya. 

(5) Pelaksanaan upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dilakukan melalui kerjasama daerah dan 
pembentukan tim. 

(6) Tindak lanjut pelaksanaan upaya rehabilitasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur. 

14 



Pasal26 
(1) ODGJ yang mendapatkan rehabilitasi sosial berhak: 

a. mendapatkan pelayanan kesehatan jrwa dan/ atau 
psikososial; 

b. mempunyai akses rehabilitasi psikiatrik dan/ atau 
rehabilitasi psikososial; dan 

c. mempunyai akses terhadap pelayanan dan obat 
psikofarmaka sesuai kebutuhan. 

d. mendapat pelayanan kebutuhan dasar. 

(2) Pemerin tah Daerah Provinsi mengkoordinasikan pemenuhan 
hak ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 

Pasal 25 
(1) Upaya rehabilitasi sosial berbasis masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dapat 
dilaksanakan secara persuasif, motivatif, atau koersif, dalam 
keluarga, masyarakat, dan/ atau lembaga kesejahteraan 
so sial / pan ti so sial. 

(2) Upaya rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan dalam bentuk: 
a. motivasi dan diagnosis psikososial; 
b. perawatan dan/ atau pengasuhan; 

c. pelatihan yokasional dan pembinaan kewirausahaan; 
d. bimbingan mental spiritual; 
e. bimbingan fisik; 

f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; 
g. pelayanan aksesibilitas; 
h. bantuan sosial dan asistensi sosial; 
1. bimbingan resosialisasi; 

J. bimbingan lanjut; dan/atau 
k. rujukan. 

(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan di panti sosial/lembaga kesejahteraan sosial 
milik: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah Provinsi; 
c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan 
d. Swasta. 

(4) Panti sosial/Lembaga kesejahteraan sosial sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) merupakan fasilitas di luar sektor 
pelayanan kesehatan dan dilengkapi dengan fasilitas 
pelatihan vokasional. 
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Bagian Keempat 
Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat dalam Bidang 

Kesehatan Jiwa 

Pasal29 
(1) Pemerintah Daerah Provinsi melaksanakan pengintegrasian 

upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan 
masyarakat dalam bidang kesehatan jiwa secara 
berkesinambungan dengan target keluarga berdasarkan data 
dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga. 

(2) Pendataan/ pengumpulan data dan peremajaan pangkalan 
data dalam Profil Kesehatan Keluarga sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan 
pengembangan dari kunjungan rumah melalui pendekatan 
keluarga oleh Puskesmas dan perluasan dari upaya 
Perawatan Kesehatan Masyarakat. 

a. prasarana dan sarana; 

b. fasilitas pelayanan; 

c. sumber daya manusia; 
d. perbekalan; 
e. informasi dan komunikasi; 
f. teknologi; dan 
g. pembiayaan. 

Bagian Ketiga 
Sumber Daya 

Pasal28 
(1) Pemerintah Daerah Provinsi bersama-sama Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan pemenuhan sumber 
daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a 
dalam upaya kesehatan jiwa. 

(2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 

Pasal27 
(1) Pemerintah Daerah Provinsi bersama-sama dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan rehabilitasi 
sosial ODGJ yang dinyatakan sembuh/terkendali gejalanya 
dan yang tidak memiliki keluarga/hidup sendiri. 

(2) Dalam hal ODGJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyandang disabilitas mental, pelayanan dan rehabilitasi 
sosial tetap diberikan oleh panti sosial/lembaga kesejahteraan 
sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3). 

(3) Ketentuan lebih lanjut terhadap ODGJ penyandang disabilitas 
mental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Gubernur. 

16 



Paragraf 2 
Pelayanan Kesehatan Jiwa Rujukan 

Pasal 32 
(1) Pelayanan kesehatan jiwa rujukan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b terdiri atas pelayanan 
kesehatan jiwa di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, 
pelayanan kesehatan jiwa yang terintegrasi dalam pelayanan 
kesehatan umum di rumah sakit, klinik utama, dan praktek 
dokter spesialis kedokteran jiwa. 

(2) Rumah sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagai pelayanan sekunder melaksanakan pelayanan rawat 
inap dan rawat jalan pelayanan gangguan jiwa. 

Paragraf 2 
Pelayanan Kesehatan Jiwa Dasar 

Pasal 31 
(1) Pelayanan kesehatan jiwa dasar sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a merupakan pelayanan 
kesehatan jiwa yang diselenggarakan terintegrasi dalam 
pelayanan kesehatan umum di Puskesmas, klinik pratama, 
praktek dokter dengan kompetensi pelayanan kesehatan jiwa, 
rumah perawatan, serta fasilitas pelayanan di luar sektor 
kesehatan dan fasilitas rehabilitasi berbasis masyarakat. 

(2) Pelayanan kesehatan jiwa dasar sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) melayani pasien gangguan jiwa termasuk kedaruratan 
psikiatri dan rujuk balik sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 30 
(1) Untuk melaksanakan upaya kesehatan jiwa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi 
membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang berjenjang 
dan komprehensif. 

(2) Sistem pelayanan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 
a. pelayanan kesehatan jiwa dasar; 
b. pelayanan kesehatan jiwa rujukan; dan 
c. pelayanan kesehatan jiwa untuk kepentingan tertentu. 

Bagian Kesatu 
Pelayanan Kesehatan Jiwa 

Paragraf 1 
Umum 

BAB IV 
SISTEM KESEHATAN JIWA MASYARAKAT 
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Pasal 35 

(1) Untuk melaksanakan pekerjaan dan/atau jabatan tertentu, 
setiap orang wajib mendapatkan pemeriksaan kesehatan 
jrwa. 

(2) Pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus dilakukan sebelum melaksanakan pekerjaan 
dan/ a tau jabatan tertentu. 

(3) Pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 

Pasal34 

(1) Untuk penegakan hukum, seseorang yang diduga ODGJ 
yang kehilangan kecakapannya dalam melakukan perbuatan 
hukum, wajib mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa. 

(2) Pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan untuk menentukan kemampuan 
seseorang yang diduga ODGJ dalam 
mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya, dan untuk 
proses peradilan. 

(3) Prosedur penentuan kecakapan untuk melakukan perbuatan 
hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim, 
yang diketuai dokter spesialis kedokteran jiwa dengan 
anggota dokter spesialis lainnya, dan/ atau psikolog klinis. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan 
kesehatan jiwa untuk penegakan hukum dilaksanakan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 3 

Pelayanan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Tertentu 

Pasal 33 

Pelayanan kesehatan jiwa untuk kepentingan tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c terdiri 
atas: 

a. Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk penegakan hukum; dan 

b. Pemeriksaan kesehataan jiwa untuk kepentingan pekerjaan 
dan/ atau jabatan tertentu. 

(3) Rumah sakitjiwa dan rumah sakit umum tipe A sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) melaksanakan pelayanan tertier yang 
menangani kasus-kasus yang tidak dapat ditangani oleh 
rumah sakit umum daerah, dan pelayanan kesehatan lainnya 
dan/ a tau yang dikirim langsung. 

(4) Penatalaksanaan pelayanan kesehatan jiwa rujukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Gubernur. 
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Paragraf 2 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Pasal 38 
(1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 huruf a meliputi: 
a. rumah sakit jiwa; 
b. rumah sakit umum; 
c. puskesmas, klinik pratama, dan praktik dokter kesehatan 

jiwa; 
d. fasilitas pelayanan rehabilitasi; dan 
e. rumah perawatan. 

(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa. 

(3) Dalam upaya kesehatan jiwa, seluruh fasilitas pelayanan 
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 
memiliki: 
a. sumber daya manusia kesehatan jiwa; 
b. perbekalan kesehatan jiwa; 

Pasal37 
Fasilitas pelayanan kesehatan di bidang kesehatan jiwa meliputi: 
a. fasilitas pelayanan kesehatan; 
b. fasilitas pelayanan kesehatan di luar sektor kesehatan; dan 
c. fasilitas pelayanan berbasis masyarakat. 

Bagian Kedua 
Fasilitas Pelayanan di Bidang Kesehatan Jiwa 

Paragraf 1 
Um um 

Pasal36 
Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemeriksaan 
kesehatan jiwa untuk kepentingan pekerjaan dan/ atau jabatan 
tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

a. profil kecerdasan; 
b. profil kepribadian; 
c. potensi psikopatologi; dan 
d. pemeriksaan lain sesuai rekomendasi organisasi profesi 

kedokteran jiwa. 
(4) Hasil pemeriksaan kesehatan jiwa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) merupakan pertimbangan medis kejiwaan 
seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dan/ a tau jabatan 
tertentu. 
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Pasal 41 
(1) Pemerintah Daerah Provinsi mendirikan paling sedikit 1 (satu) 

rumah sakit jiwa. 

(2) Rumah sakitjiwa sebagaiinana dimaksud pada ayat (1) wajib: 
a. memiliki paling sedikit 1 (satu) ruang perawatan dengan 

tingkat keamanan yang memenuhi standar; 
b. menyediakan ruang untuk pasien narkotika, psikotropika 

dan zat adiktif dengan jumlah tempat tidur paling sedikit 
10% (sepuluh persen) dari jumlah tempat tidur yang ada; 

c. menyediakan ruang khusus untuk anak, wanita dan 
lanjut usia; dan 

d. melakukan pemisahan ruangan un tuk pasien sesuai 
dengan jenis kelamin. 

(3) Rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
membangun' dan mengembangkan sistem pelayanan 
kesehatan jiwa komprehensif sebagai rumah sakit 
pendidikan, pusat penelitian dan pelatihan, serta 
pengembangan layanan spesialis di bidang kesehatan jiwa. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang sistem pelayanan kesehatan 
jiwa komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 
dengan Peraturan Gubernur. 

Pasal40 
(1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 38 ayat (1) wajib memiliki izin, dan memenuhi 
persyaratan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan 
kemudahan sesuai dengan yang berlaku dalam pemberian 
pelayanan terhadap ODMK dan ODGJ. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan persyaratan 
fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Pemerintah Daerah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah 
Daerah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi pemenuhan 
kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (2) sesuai kewenangan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal39 

c. perkembangan teknologi, dan produk teknologi kesehatan 
jiwa; dan 

d. persyaratan keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan 
kemudahan. 
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